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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas
izin Nya sehingga penyusunan laporan Pelayanan Publik BPPP Ambon

Semester |l Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2017 yang menetapkan
Pelatihan Basic Safety Training (BST) sebagai salah satu unit Pelayanan Publik
di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pelayanan publik, unit BST BPPP Ambon telah berupaya
melaksanakan semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan
MENPAN No. 63 tahun 2004) vyaitu azas transparansi, akuntabilitas,
kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan kewajiban. Sebagai Unit BST yang
sudah di Approval, Unit BST BPPP Ambon juga tetap mengacu pada ISO
8001 : 2015 melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus menerus
(Continous Improvement), serta menerapkan praktek pemanfaatan sarana BST
yang baik sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan serta kepuasan

kepada pelanggan dan atau masyarakat pengguna jasa.

Ambon; -Januari 2019
‘Kepala BPPP Ambon

Laporan Pelayanan Publik BPPP Ambon Semester II Tahun 2018




. PENDAHULUAN
1.1Umum

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak
dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang
disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah
adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya
meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang tercantum pada UU Nomer 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survei berpedoman
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomer 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik,
khususnya di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan adanya Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-
KP/2017 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Nomor:27/PERMEN-KP/2017 pasal 2, Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan (BPPP) Ambon memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan

pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.
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Untuk menunjang tugas pokok tersebut, BPPP Ambon dilengkapi dengan
unit Basic Safety Training (BST) yang sudah di Approval oleh Direktur
Perkapalan dan Kepelautan dengan sertifikat bernomor PK.303/8/16/DK-17
tanggal 15 Maret 2017. Pengakuan Approval ini adalah bentuk pengesahan dari
pihak ketiga terkait yang menunjukan kompetensi dari unit BST BPPP Ambon
untuk melaksanakan kegiatan pelatihan sesuai dengan SOP. Keberadaan dan
peran aktif Unit BST lebih diperkuat lagi dengan terbitnya Permen KP No.
33/PERMEN-KP/2017 yang menetapkan Pelatihan Basic Safety Training (BST)
sebagai salah satu unit Pelayanan Publik di lingkup Kementerian Kelautan
Perikanan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik, unit
BST BPPP Ambon telah berupaya melaksanakan semua ketentuan yang telah
ditetapkan dalam Keputusan MENPAN No. 63 tahun 2004) vyaitu azas
transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan
kewajiban. Sebagai Unit BST yang sudah di Approval, Unit BST BPPP Ambon
juga tetap mengacu pada ISO 9001 : 2015 melakukan perbaikan dan
peningkatan secara terus menerus (Continous Improvement), serta menerapkan
praktek pemanfaatan sarana BST yang baik sebagai salah satu upaya
memberikan pelayanan serta kepuasan kepada pelanggan dan atau masyarakat
pengguna jasa.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Laporan Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai acuan
bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun survei kepuasan
masyarakat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Survei masyarakat dapat
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digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang
melaksanakan survei.

b. Tujuan dari Pelaksanaan pelayanan publik ini adalah untuk mengukur tingkat
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik
(feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada
masyarakat khususnya para pelaku usaha bidang perikanan sebagai bahan
untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

publik yang selajutnya secara berkesinambungan.

1.3Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Unit BST BPPP Ambon ialah merupakan wujud daripada
komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dalam
rangka meningkatkan pelayanan masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat
keterampilan/profisiensi dasar pelaut yaitu Basic Safety Training (BST). Unit
BST BPPP Ambon bertekad memberikan jaminan terhadap kepuasan dan
kepercayaan pada peserta diklat Kepelautan berdasarkan materi dan praktek

diklat yang bermutu.

1.4 Prinsip Pelayanan Publik

Prinsip pelayanan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri
PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14
unsur yang "relevan”, “valid" dan "reliabel”, sebagai unsur minimal yang harus

ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai

berikut;
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Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis
pelayanannya;

Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan
tanggung jawabnya);

Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai

ketentuan yang berlaku;

Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian

pelayanan;

Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan
yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada

masyarakat;

Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan
dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan menghormati; (1) kewajaran biaya pelayanan,

yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan
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oleh unit pelayanan; (2) kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara
biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
10. kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

11. kenyamanan lingkungan, yaitu 11 kondisi sarana dan prasarana pelayanan
yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman

kepada penerima pelayanan;

12. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

1.5 Dasar Hukum
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada
Masyarakat.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Kep/26/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara  Nomor

KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
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Masyarakat bagi Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP 27/PERMEN-
KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan;

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
33/PERMEN-KP/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
Dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2014 Tentang Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ketentuan STCW 1978 dengan amandemennya, mengacu pada peraturan :

Section A-VI/1 STCW 2010

Sertifikat Pengesahan (approval) nomor: PK.303/8/16/DK-17 dari Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut tanggal 15 Maret 2017.
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. PELAKSANAAN KEGIATAN BST

2.1Alur Proses Pendaftaran BST

Alur psoses pendaftaran BST dibuat agar mempermudah calon peserta
untuk mempersiapkan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan serta langkah-
langkah apa saja yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tersebut. Berikut

gambar alur proses pendaftaran BST

Gambar 1. Diagram alur proses pendaftaran BST
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2.2Prosedur Pelaksanaan

Dalam pengelolaannya, Unit BST BPPP Ambon memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP) sesuai persyaratan dan standar 1ISO 9001 : 2015,
dengan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dan memberikan jaminan
kualitas pengujian yang valid. Untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan BST
memiliki 6 Prosedur Mutu yaitu:
1. Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan diklat dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:

a. Personil Divisi Pelatihan menyiapkan form-form dan kelengkapan

pelaksanaan diklat disiapkan meliputi :

Jadwal Diklat

- Daftar Hadir Peserta

- Daftar Hadir Pelatih

- Lembar Evaluasi Pelatih

- Soal Ujian

- Lembar Jawaban Ujian

- Daftar Hadir Peserta Ujian

- Daftar Hadir Assesor Praktek
- Daftar Hadir Assesor Teori

- Berita Acara Ujian

- Daftar Nilai Praktek

- Daftar Nilai Ujian

- Rekapitulasi Nilai Peserta

- Lembar Evaluasi Penyelenggaraan Dikat

- Bahan ajar / Modul
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b. Divisi Pelatihan berkoordinasi dengan Divisi Sarana untuk memastikan
kesiapan prasarana dan sarana diklat yang meliputi ruang kelas, alat
peraga, instalasi tempat praktek serta alat dan bahan.

c. Divisi Pelatihan memastikan kesiapan tenaga pelatih/instruktur dan
melaporkannya kepada Ketua Unit BST untuk kemudian membuat
penunjukkan Pelatih yang ditetapkan oleh Kepala BPPP.

d. Ketua Unit BST kesiapan masing-masing divisi untuk pelaksanaan diklat.

e. Divisi Pelatihan memonitor jalannya diklat dan memastikan kegiatan
belajar mengajar berjalan dengan tertib dan sesuai jadwal dan tujuan

pembelajaran :

Menyampaikan tata tertib pelatihan
- Pelatih dan peserta diklat hadir tepat waktu.
- Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai/diharapkan.
- Pada saat kegiatan teori peserta diklat diberikan penjelasan dan
ilustrasi
- Pada saat kegiatan praktek  pelatih mencontohkan/
mendemonstrasikan dan  peserta diklat harus  dapat
mempraktekkannya
f.  Menghimpun dokumen hasil kegiatan diklat yang meliputi :

Daftar Hadir Peserta

Daftar Hadir Peslatih

- Lembar Evaluasi Pelatih
- Soal Ujian
- Lembar Jawaban Ujian

- Daftar Hadir Peserta Ujian
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- Daftar Hadir Assesor Praktek

- Daftar Hadir Assesor Teori

- Berita Acara Ujian

- Daftar Nilai Praktek

- Daftar Nilai Ujian

- Rekapitulasi Nilai Peserta

- Lembar Evaluasi Penyelenggaraan Dikat
2. Penyusunan Naskah Ujian

Penyusunan naskah ujian dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Soal ujian dan kunci jawaban disusun oleh pelatih sesuai kurikulum dan
tujuan pembelajaran yang berlaku untuk kemudian diusulkan ke Divisi
Pelatihan.

b. Usulan soal ujian yang diusulkan oleh pelatih diperiksa dan dihimpun
dalam bentuk bank soal dalam format Hard Copy dan Soft Copy.

c. Soal-soal diseleksi dari bank soal untuk dijadikan sebagai soal ujian
secara periodik untuk kemudian diusulkan untuk pengesahan soal ujian
kepada Ketua Unit BST.

d. Soal ujian disahkan oleh Ketua Unit BST.

e. Soal ujian yang telah disahkan kemudian digandakan, didokumenkan,

diamankan serta dijaga kerahasiaannya.

: 10
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3. Penetapan Kelulusan

Penetapan kelulusan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Nilai peserta diklat mencakup hasil nilai ujian, nilai praktek dan nilai
formatif dihimpun untuk kemudian dikalkulasi.

b. Nilai akhir didapat dari hasil kalkulasi nilai ujian, nilai praktek dan formatif.
Hasil nilai akhir dibuat rekapan. Rekapan hasil nilai akhir disahkan oleh
Ketua Unit BST. Nilai akhir menjadi penentu kelulusan sesuai standar
kelulusan peserta diklat.

c. Kelulusan ditentukan dari nilai akhir yang ditetapkan oleh Kepala BPPP.

4. Pelatih Berhalangan Hadir

Pelatih berhalangan hadir dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Divisi Pelatihan mengkonfirmasi kesiapan pelatih untuk mengajar 1 x 24
jam sebelum jadwal melatihnya. Apabila pelatih berhalangan hadir maka
divisi pelatihan melaporkannya kepada ketua Unit BST.

b. Divisi Pelatihan menginventarisir dan menghubungi tenaga pelatih yang
memiliki kualifikasi yang sesuai dan menyampaikan kesediaannya untuk
melatih. Divisi pelatihan kemudian mengajukan sebagai tenaga pelatih /
instruktur pengganti kepada Ketua Unit BST.

c. Ketua Unit BST segera menentukan atau menunjuk tenaga pelatih /
instruktur lainnya yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

d. Tenaga pelatih / instruktur pengganti ditetapkan oleh Kepala BPPP
Ambon melalui surat penugasan.

e. Pelatih / instruktur pengganti menerima jadwal pelatihan dan dapat

melaksanakan tugasnya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar.

11
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5. Peserta Berhalangan Hadir

Pelatih berhalangan hadir dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Peserta diklat wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran,

b.

C.

meliputi kegiatan teori, praktek ataupun ujian. Divisi pelatihan
berkoordinasi dengan pelatih / instruktur mengecek kehadiran peserta
dalam kegiatan pembelajaran.

Tingkat ketidakhadiran peserta direkapitulasi oleh divisi pelatihan.

Peserta yang tidak mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran, apabila
masih berminat untuk mendapatkan sertifikat BST menghubungi panitia
dan pelatih untuk mendapatkan materi/topik yang tidak diikutinya atau
mengulang pada kegiatan diklat BST berikutnya sesuai materi dan jumlah

jam pelajaran yang tidak diikutinya.

6. Prosedur Ujian

Peserta diklat wajib mengikuti seluruh rangkaian ujian setiap mata diklat baik

tertulis maupun praktek. Penguji adalah seseorang yang sudah memiliki

kualifikasi yang sudah dipersyaratkan, yaitu memiliki sertifikat Training of

Examiner IMO Model Course 3.12. Pada saat pengujian dipantau oleh divisi

pelatihan.

2.3Persyaratan Peserta

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan

BST adalah:

1. Usiatidak kurang dari 16 tahun

2. Berijasah minimal SLTP atau sederajat

3. Mengisi formulir pendaftaran yang ada pada loket pendaftaran
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4. Membawa dokumen ASLI dan FOTO COPY, dengan urutan :

ljasah terakhir (legalisir)

- KTP

Kartu Keluarga

SKCK (legalisir)

Sertifikat Kesehatan Pelaut dari rumah sakit atau lembaga kesehatan
lainya yang mendapat pengakuan/penetapan/petunjuk dari dokter yang
ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut :
Daftar rumah sakit atau lembaga yang telah di tunjuk Direktorat dapat
dilihat pada Web Balai Kesehatan Kerja Pelayaran :
http//bkkp.dephub.go.id/index.php./article/daftar-risk.html
- Pas Foto berwarna 3 x 4 ( 2 lembar ) dan softcopy tersebut :

Deck . Baju putih, dasi hitam dan berlatar belakang biru

Mesin . Baju putih, dasi hitam dan berlatar belakang merah
- ljasah Kepelautan ( apabila ada)

- Sertifikat BST ( bagi peserta revalidasi)

2.3 Tenaga Kepelatihan

Tenaga Pelatih dan Asisten Pelatih pada pelatihan BST yang memberikan
materi adalah tenaga profesional yang berasal dari Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dan dari luar instansi. Nama, jabatan,

instansi dan pendidikan terakhir pelatih dapat dilihat padaTabel 2 danTabel 3.

13
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Tabel 2.Nama Pelatih dari BPPP Ambon

No Nama Pelatih Jabatan/ |Pendidikan o+ pernan diikuti
Instansi Terakhir
1. | Lexon H.J. Tinglioy, S.Pi Pelatih / BPPP S1 Sertifikat BST, SCRB,
Ambon IMO 3.12 dan 6.09
2. | Indra Cahya, S.St.Pi, M.Si Pelatih / BPPP S2 Sertifikat BST,
Ambon ANKAPIN I, IMO 3.12
dan 6.09
3. | F.B. Louhenapessy, S.Pi, M.Si Pelatih/ BPPP S2 Sertifikat EFA dan
Ambon SCRB
4. | Helmy F. Polnaya, S.Pi, M.Si Pelatih / BPPP S2 Sertifikat BST,
Ambon ANKAPIN Il, GMDSS
dan 6.09
5. | Polly S.B. Christiaan, S.Pi, M.Si Pelatih / BPPP S2 Sertifikat BST,
Ambon ATKAPIN |, 3.12 dan
6.09
6. | Mohtadi S. Waliulu, S.Pi Pelatin/ BPPP S1 Sertifikat ATKAPIN I
Ambon dan 6.09
7 | Antono Yadi, S.St.Pi Pelatih/ BPPP D4 Sertifikat BST,
Ambon ANKAPIN | dan 6.09
8 | Sujud Tuanany Ass.Pelatih/BPPP SMA Sertifikat BST,
Ambon PSCRB, ANKAPIN II
dan 6.09
9. | Gerson Behuku, A.Md.Pi Ass.Pelatih/BPPP D3 Sertifikat BST dan
Ambon ANKAPIN II
10. | Husein Sabban Ass. Pelatih/BPPP SMA Sertifikat BST, SCRB
Ambon dan ATKAPIN I
Tabel 3. Nama Pelatih dari Luar Instansi
8 Pendidikan | Diklat Pernah
No. Nama Pelatih Jabatan Terakhir diikuti
1. dr. Jonathan Zacharias Pattinaja, Sp.KL | Pelatih S2 Sertifikat 609
2. Agustina Matulesssy Pelatih S1 Sertifikat 609
3. Huliselan Abner Pelatih SLTA Sertifikat 609

2.4Pelaksanaan Kegiatan BST

Pada semester Il tahun 2018, Unit BST BPPP Ambon melaksankaan

kegiattan pelatihan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan pada tanggal 15 s.d

22 Oktober 2018 dengan peserta sebanyak 30 orang, tanggal 17 s.d 24 Oktober

dengan peserta sebanyak 30 orang dan pada tanggal 12 s.d 19 November

dengan peserta sebanyak 26 orang sehingga total keseluruhan peserta adalah

86 orang . Adapun data peserta pelatihan BST bisa dilihat pada lampiran.
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.  HASIL IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK

3.1 Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang utamanya adalah
pelayanan masyarakat di bidang jasa pelatihan basic safety training (BST) yang
telah dilaksanakan melakukan survey terhadap kualitas pelayanan. Hal ini
sejalan dengan amanat yang tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik, dimana pelayanan masyarakat harus memenuhi standarisasi
yang telah di atur dalam ketentuan tersebut.

Laporan pengaduan masyarakat adalah data dan informasi tentang laporan
pengaduan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
Salah satu langkah rutin yang dilakukan Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan (BPPP) Ambon dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik yaitu
melakukan survey laporan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan setiap 2
kali dalam setahun.

Pada semester Il tahun 2018, tidak ada laporan mengenai pengaduan
masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan baik lisan
maupun tertulis yang ada di kotak saran tentang pelayanan publik BPPP Ambon.

Sebagai bentuk keterbukaan sekaligus pengawas dalam pelayanan
penerimaan sampel maka unit BST BPPP Ambon ditetapkan media untuk
menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat juga melalui:

1. Email resmi: bp3ambonbst@gmail.com

2. Telepon / HP : (0911) 322710 / 081381150427
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' A
| KOTAK SAEAN B

Gambar 2. Kotak Pengaduan BPPP Ambon

3.2 Survey Kepuasan Masyarakat
Dengan tersedianya data IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) secara
periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :
1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan
oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang
perlu dilakukan.
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil

pelaksanaan pelayanan publik.
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5. Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan dalam
upaya peningkatan kinerja pelayanan.

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan (BPPP) Ambon diikuti oleh semua peserta pelatihan BST. Responden
sebanyak 86 orang. Adapun hasil dari perhitungan pengolahan indeks kepuasan
masyarakat per responden dan per unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 8. Nama Kegiatan dan Nilai SKM

No. Nama Pelayanan Tanggal dilaksanakannya Nilai

SKM SKM

1. | Pelatihan Basic Safety Training (BST) 22 Oktober 2018 84,50

2. | Pelatihan Basic Safety Training (BST) 24 Oktober 2018 84,95

3. | Pelatihan Basic Safety Training (BST) 19 November 2018 85,20
Keterangan

Mutu Pelayanan :

A (Sangat Baik) =81,26 — 100

B (Baik) =62,51 -81.25
C (Kurang Baik) = 43,76 — 62, 50
D (Tidak Baik) = 25,00 —43,75

0N PE

3.3 Penerapan Reward and Punishment

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon telah
Menerapkan Reward and Punishment kepada pegawai pemberi Pelayanan
Publik sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reward and Punishment

pada Unit Layanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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Tahapan kegiatan penilaian reward and punishment petugas pelayanan dilakukan

dengan 4 tahap antara lain:

1. Penilaian dari stakeholder;

2. Penilaian dari tim;

3. Penilaian dari teman sejawat dan

4. Penilaian dari atasan langsung

Pengumpulan data dilakukan melalui penilaian kepada pemberi layanan

publik pelatihan Basic Safety Training (BST), petugas pemberi layanan adalah

Sdr. Darsun Tanarubun dengan jumlah responden sebagai berikut:

1. Penilaian dari stakeholder berjumlah 20 responden, bobot 25%;

2. Penilaian dari TIM yang di SK Pelayanan Publik, bobot 25%;

3. Penilaian dari teman sejawat, bobot 25%;

4. Penilaian atasan langsung, bobot 25%.

Perhitungan Bobot

No

Nama Petugas

Unsur Penilaian

Layanan ST Tim TS AT Nilai
1 Darsun 29,83 20 28,5 32
Tanarubun 29,83/30x25 | 20/35x25 | 28,5/30x 25 | 32/35x 25 | 85.74
24.85 14.29 23.75 22.85

Kategorisasi Penilaian

Nilai Interval Petugas Pelayanan Kinerja Petugas Layanan
25,00 — 43,75 D TIDAK BAIK

43,76 — 62,50 C KURANG BAIK
62,51 — 81,25 B BAIK
81,26 — 100,00 A SANGAT BAIK

LG
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Petugas Darsun Tanarubun mendapatkan nilai 85,74 berada pada nilai interval
81,26 — 100,00 dengan kategori A berkinerja SANGAT BAIK. Dengan memperoleh
kategori A, maka mendapatkan reward berupa sertifikat penghargaan. (untuk

lebih jelas tentang perhitungannya dapat dilihat pada laporan penerapan reward and

punishment).

3.4 Review Standar Pelayanan dan SOP

Review SOP diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan efektivitas
dalam hal pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Ambon diantaranya dengan mempersingkat waktu layanan sehingga pengguna
menjadi lebih memahami perbedaan jangka waktu penyelesaian pelayanan dan
jadwal pelaksanaan kegaiatan tersebut dilakukan.

Dari hasil review SOP ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat
menjadi lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pengguna dalam
memanfaatkan layanan yang ada di BPPP Ambon.

Dalam pelaksanaan review SOP Pelayanan Jasa Pelatihan BST, BPPP
Ambon telah mengundang stakeholder pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018,
bertempat di Aula BPPP Ambon. Dalam acara ini hadir beberapa stakeholder
terkait pelatihan BST vyaitu Penyuluh Perikanan Satminkal BPPP Ambon dan

mahasiswa UNPATTI Ambon.

3.5 Pengembangan Sumber Daya Manusia
Penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan memiliki attitude
merupakan salah satu syarat yang sangat dibutuhkan dalam mengelola suatu

Unit BST. Menambah dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan
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kemampuan personil pada unit BST, dalam menjamin keselamatan dalam
bekerja dan memuaskan pelanggan.

Pegawai BPPP Ambon mengikuti Diklat IMO Model Course 6.09 Angkatan
Il di Balai Diklat Aparatur Sukamandi pada tanggal 18 s.d 29 September 2017.
Sebanyak 4 (empat) orang tenaga pelatih dari BPPP Ambon mengikuti kegiatan
tersebut dan diharapkan dengan mengikuti diklat tersebut bisa meningkatkan
kualitasnya dalam melatih.

IMO Model Course 6.09 merupakan satu dari rangkaian pelatihan-pelatihan
standar IMO untuk para pelaut atau calon-calon pelaut. Sebut saja IMO Model
Course 3.12 untuk sertifikat penguji kepelautan, IMO Model Course 1.12 untuk
pelatihan Bahasa Inggris Maritim, dsb. Jika seseorang telah memiliki sertifikat
mengajar dari IMO, maka sudah dipastikan bahwa orang-orang tersebut telah
memiliki pengetahuan standar mengajar untuk calon-calon pelaut.

Isi dari pelatihan ini sebetulnya sama saja dengan materi Diklat
Kompetensi Guru yang biasa diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional
untuk sertifikasi guru. Pengertian mengenai psikomotor, pedagogik, metode
mengajar, membuat rencana mengajar, dsb, semua dipelajari di pelatihan IMO
Model 6.09 ini. Karena intinya pelatihan ini adalah untuk melatih para peserta
yang akan menjadi instruktur pelaut dengan standar internasional. Namun tidak
mudah untuk mengikuti IMO Model Course 6.09, sebab para peserta harus
memiliki pengalaman berlayar dan sertifikat kepelautan yang disahkan oleh
pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, atau Kementerian
Kelautan Dan Perikanan RI untuk pelaut kapal ikan. Kenapaharus demikian,
karena sebetulnya IMO Model Course 6.09 adalah model pelatihan bagi para

pelaut-pelaut untuk melatih generasi-generasi pelaut berikutnya. Oleh karena itu
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maka pengalaman pengajar harus sudah teruji agar proses belajar mengajar
semakin sempurna. Selain diklat IMO, pada Tanggal 02 s.d 03 November 2018
QMR Unit BST BPPP Ambon juga mengikuti kegiatan Workshop Persiapan
Reassessed Oleh European Maritime Safety Agency (EMSA) di Hotel Grand
Mercure Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan workshop antara lain kita harus
menyiapkan diri apabila pada nantinya terkena random sampling audit dari
European Maritime Safety Agency, mempertahankan dan meningkatkan mutu
BST agar sesuai standar IMO dan sesuai dengan keselamatan Eropa, serta
agar alumni pelatihan BST kita dapat diterima bekerja di Eropa. Hasil dari
kegiatan Workshop dimaksud adalah Persiapan dokumen mutu, persiapan
dokumen pelatihan BST yang pernah diselenggarakan, persiapan sarana dan

prasarana, dan persiapan personil (Pengelola, Pelatih, dan Penguiji) .

Gambar 3. Workshop Persiapan EMSA
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3.6 Layanan Kepada Stakeholder

Unit BST BPPP Ambon telah melakukan layanan kepada Stakeholder, dan
hal itu sudah dilakukan dari tahun 2017. Ada beberapa stakeholder yang telah
dilayani oleh unit BST BPPP Ambon, antara lain ABK Perusahaan Perikanan,
BUMN Perikanan, Siswa dan Guru SUPM Waiheru Ambon, Calon Pelaut,
PSDKP Ambon, PPN Ambon (pegawai yang mau menajdi syahbandar) dan ABK

Kapal Niaga.
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IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hasil rekapitulasi penilaian, pemberi layanan atas nama Sdr. Darsun
Tanarubun, mendapatkan nilai sebesar 85,74 dengan kategori A berkinerja
SANGAT BAIK.

2. Dari 86 responden untuk Kegiatan pelatihan BST perhitungan pengolahan
indeks kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan
diperoleh nilai rata-rata 84,88 dan masuk dalam kategori A yaitu sangat
baik.

3. Unit BST BPPP Ambon telah melakukan layanan kepada berbagai
stakeholder antara lain, SUPM (Guru dan Siswa), PSDKP Ambon, PPN

Ambon, ABK BUMN Perikanan, dan ABK Kapal lkan.
4.2 Saran

1. Lebih meningkatkan SDM Pelatih dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan
yang berkaitan dengan kompetensi pelatih untuk pelatihan BST.
2. Lebih meningkatkan atau lebih aktif dalam melakukan promosi BST milik

BPPP Ambon sehingga jumlah peserta akan terus meningkat.

23

m \ Laporan Pelayanan Publik Semester Il Tahun 2018 BPPP Ambon



Tabel 1.Nama dan Alamat Peserta

Lampiran nama peserta pelatihan BST Semester 1| BPPP Ambon

NO. NAMA ALAMAT

1. ABD. WADUD LA ARSJAD DESA WAIHERU
2. ABDUL LATIF MAHULETTE ASSILULU

3. BAKRI TUASA DESA WAIHERU
4. FILWAN NANDHITO HAMIN DUSUN TELAGA KODOK
5. FROLYN FERLYAN NATRO DESA WAIHERU
6. JANI JORDAN SARIMOLLE DESA WAIHERU
7. KHAIRUDIN SILAYAR DESA WAIHERU
8. LA JANUAR JAILANI DESA WAIHERU
9. LA RAHMAN DUSUN LOUN
10. | MARCELINO ALFREDO HATTU DESA WAIHERU
11. | MASELLY F.RATSUALA DESA WAIHERU
12. | MIDUN ODE DUSUN TAHOKU
13. | MIKAEL FILIMDITY DESA WAIHERU
14. | MUHAMMAD ARIADIN JIMAN DESA WAIHERU
15. | MUHAMMAD AWWALUDDIN DESA WAIHERU
16. | MUHAMAD YUSRIL SELANO DESA WAIHERU
17. | NOFYAN TITILOKAR DESA WAIHERU
18. | ODE ASRIMAN DESA WAIHERU
19. | RAFLI IDRIS MADERO ASSILULU
20. | REYNOLDY PATTY DESA WAIHERU
21. | RIDOLOF A. TAURAN DESA WAIHERU
22. | RISMAN ISMAIL DESA WAIHERU
23. | ROSWEL PETRA BEHUKU DESA WAIHERU
24. | SAFRIL JAFAR DESA WAIHERU
25. | SAIFUL DERLAU DESA WAIHERU
26. | SAIFUL UMASUGI DESA WAIHERU
27. | SETYO AJI WIJANARKO DESA WAIHERU
28. | TOMY RAHANDITY DESA WAIHERU
29. | ULMAN SYAH HENTIHU DESA WAIHERU
30. | ZIDHAN AL- FATAH DJAWANA DESA WAIHERU
31. | AKBAR BUGIS DESA WAIHERU
32. | ELSAMA SIAHAINENIA DESA WAIHERU
33. | FAZRUL RAHMAN SEKNUN DESA WAIHERU
34. | IKBAL BAYU RUMBIA DESA WAIHERU
35. | JUFRI BUTON DESA WAIHERU
36. | KIFLI RENWARIN DUSUN TALAGA
37. | LA MUSRIWAGOLA DESA WAIHERU
38. | LA RIDWAN RUMBIA DESA TULEHU
39. | LA ODE MUHAMAD NANDAR KEL. HATIVE KECIL
40. | MUH. ALI LISAHOLIT DESA BATU MERAH
41. | MUHAMAD SA'ADIN DESA TULEHU
42. | MARSHEL MICHAEL G. LATUL DESA WAIHERU




Lanjutan tabel 1.....

NO. NAMA ALAMAT
43. | MOHAMAD RIZKY FITRAYADI DESA WAIHERU
MUHAMMAD TASRIF FARHANUDIN
44, ARIEEN DESA WAIHERU
45. | PATRICKS PATTIKAWA DESA WAIHERU
46. | PIETER TALLUTA DESA WAIHERU
47. | RANDI KOMBEWAHA DUSUN TALAGA
48. | RIZAL TOMIA DESA WAIHERU
49. | REZA GEOVANI TATENGKENG DESA WAIHERU
50. | RAHMAT FAJAR DESA WAIHERU
51. | RIFANDI TOMIA DESA WAIHERU
52. | RISKI MANSUR DESA WAIHERU
53. [ SURONO DESA WAIMITAL
54. | SAFTHADJI TUALEKA DESA WAIHERU
55. [ SIGIT EDYTA DARMA DESA WAIHERU
VALENTINO RUSHERMAWAN

56. KOMUL DESA WAIHERU
57. | VERCOLEV AMIGO MASPAITELLA DESA WAIHERU
58. [ YOPI SIALANA DESA WAIHERU
59. | YUEDI POLLE DESA WAIHERU
60. | ZAINUDIN DESA TULEHU
61. | ABU RIFZAN HATALA DESA WAIHERU
62. | ACHMAD VARIZAL BUAMONABOT DESA WAIHERU
63. | AFDHAL TUHAREA DESA WAIHERU
64. | ANDIKA BOTON DESA WAIHERU
65. | FALDU RAHMAN BURHAN DESA WAIHERU
66. | FEBRIAN SEHA DESA WAIHERU
67. | GIOVANY RISKI BATUWAEL DESA WAIHERU
68. | HARLY LIKLIKWATIL DESA WAIHERU
69. | IFANTRI APRIANTO DESA WAIHERU
70. | JON KARMEL PATTIKAWA DESA WAIHERU
71. | JULFAN BOTON DESA WAIHERU
72. | MANSUR DESA WAIHERU
73. | MUHAMMAD KEVIN R. TOMIA DESA WAIHERU
74. | MUHAMAD FARID DESA WAIHERU
75. | NUR FITRA SUWANDI DESA WAIHERU
76. | NURDIN SANGAJI DESA WAIHERU
77. | RIAN SARI DESA WAIMITAL
78. | RISWANTO KAUNAR DESA WAIHERU
79. | RISKI KILKODA DESA WAIHERU
80. | RUSFITO CHANDRA TITDOY. S DESA WAIHERU
81. | RUDIN ANJARANG DESA WAIHERU
82. | SARWIN SIOLIMBONA DESA WAIHERU

83.

SUPRIADIN LA MUHIDIN

DESA WAIHERU




Lanjutan tabel 1.....

NO. NAMA ALAMAT
84. | TEGU PARMONANGAN KAMANASA DESA WAIHERU
85. | UNU DIAZ JUNIOR TOUWELLY DESA WAIHERU

86.

YANDI

DESA WAIHERU




| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
© & BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON
\ 3 JALAN MARTHA ALFONS, POKA, KODE POS 97233, KEC. TELUK AMBON
\,) / TELEPON (0911) 322710, FAKSIMILE (0911) 322711
Website : bp3ambon-kkp.org
ot Email : BPPP_ambon@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANANAMBON
NOMOR : KEP.21/BPPP/KPTS/OT.220/1/2018

TENTANG

TIM PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK
DI BPPP — AMBON T.A. 2018

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan
anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Ambon Tahun
2018 dipandang perlu menunjuk Tim Penanggungjawab pelayan Publik
di BPPP Ambon.

2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran
Keputusan ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Tim Penanggungjawab Pelayanan Publik pada BPPP Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang
Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik.

3. PERMEN-KP Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik di
Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
: KEP.20/MEN-SJ/KP.430/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator
Setara Eselon Il Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan
Perikakanan.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :
27/MEN/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-032.12.2.238755/2018 tanggal
05 Desember 2017.

Memutuskan .........c.....




Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Tembusan :

MEMUTUSKAN

Mengangkat mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut dalam
kolom 2 dan 3 pada lampiran Keputusan ini sebagai Tim
Penanggungjawab Pelayan Publik pada BPPP Ambon.

: Biaya untuk keperluan Laporan Tahunan dibebankan pada DIPA Nomor :

SP DIPA-032.12.2.238755/2018, tanggal 05 Desember 2017 BPPP Ambon
Tahun Anggaran 2018.

: Kepada mereka yang nama-nama dan jabatannya tersebut pada amar

pertama, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing bertanggung
jawab kepada Kepala BPPP Ambon.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diatur dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambo
Pada Tanggal :82-72

kAPILMM
NIP. T9631089496703 1 001

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia
UP. - DIRJEN Anggaran di Jakarta,

o) SIS )

Kepala Kanto
KPPN Amb

Inspektur Jenderal Kementerian Kelauta i i
; n dan P
ﬁekr?tans BRSDMKP di Jakarta. Rdasnen d) Jakana.
epala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan d i '
1 _ an Perikanan di Jakarta
Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta.

r Wilayah XXIX Dirjen An ar. i
STTAT ] ggaran Ambon di Ambon.



Lampiran :

A aran BPPP Ambon
iy - KEP.21/BPPP/KPTS/OT.220/1/2018

Nomor
Tanggal

- 02 Januari 2018

Keputusan Kepala Balai Selaku Kuasa Pengguna

Tim Penanggqung Jawab Pelayanan Publik BPPP Ambon

[ No. | Nama Jabatan Uraian Tugas / Keterangan
b <)
1 : .2 . R merencanakan, memonitoring
1. | Praatma Prihadi, A.Pi,M.M enanggung kegiatan-kegiatan di balai
Jawab terkait kegiatan Pelayanan
Publik
. ini si/
2. | Pirhel, S.Sos, M.Si Ketua mengkoordinir, r_nengevah_.xa :
melaporkan kegiatan-kegiatan
di Balai terkait kegiatan
Pelayanan Publik
3. | Fitri Sarifah, AMd Sekretaris | Melakukan peningkatan
pelaksanaan pelayanan publik
pada unit-unit terkait di Balai
4. | LaTati Anggota membantu dalam pelaksanaan
pelayanan publik, serta
5. | Drs. Yohanis Setitit Anggota melakukan pengeditan data-
data terkait Pelayanan Publik
6. | Moh. Arief Hidayat, A.Md Anggota
7. | Santoso Djunaidi, A.Md Anggota
8. | Faridathun Hatuina, A.Md.Kep Anggota
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